BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 51 TiHUN 2013

' TENTANG 1

TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUP
4 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD) KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

imbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan
lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu
diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP), dipandang pelu
mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan

SRR

b

3 Lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu;

% b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
] perlu ditetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Standar Operasional
5 Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Dinas Pengelolaan
;g Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu.,

'engingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
o Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

f; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7 | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
| Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
; ‘ Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2 | 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75,
oA Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5 | 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
| Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
L 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
e Nomor 5234);

L 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian
fi Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Ltuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu;

9. Keputusan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi
dan Rincian Tugas DPKD Kabupaten Luwu.




MEMUTUSKAN:

c8etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUP DINAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH (DPKD) KABUPATEN LUWU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

im Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
emerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presdien Republik Indonesia yang

il kerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis,

ferangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan

fecamatan dan Kelurahan;
x bnas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

1 fsbupaten Luwu;
Ei lusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar
g Warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada

@erah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat

Werta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan
kepublik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian
i dn konvensi internasional;

7l dlakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;

! 0P Administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang

41

A bersifat administratif,

Stuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
ADerah Kabupaten Luwu;




BAB II
SISTEMATIKA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DPKD
KABUPATEN LUWU

Pasal 2
fkematikan Standar Operasional Prosedur (SOP) DPKD Kab. Luwu adalah sebagai berikut :

48ABT : PENDAHULUAN ,
Memuat uralan tentang Latar Belakang, Pengertian, Manfaat, Dasar dan Landasan Hukum

serta Maksud dan Tujuan Penyusunan SOP.
d8AB II : PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Memuat uraian tentang prinsip-prinsip penyusunan, pelaksanaan dan klasifikasi kegiatan yang

1 BAB III : PENUTUP
shematika SOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati ini, tercantum

sam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
BAB III
PELAKSANMNAAN

, Pasal 3
1P merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan lingkup DPKD Kab.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pasal 5
" r dam rangka efesiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP dilakukan evaluasi secara berkala

“B
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
- thl yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan

igr lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 :
suran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

i setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
@enpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 31 pesember 2013

BUPATI LUWU,

A. ZAKKAR

intangkan di Belopa
gatanggal 31 Desember 2013

flRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

o

SYAIFUL ALAM

RITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 51



AMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR :51 TA¥UN 2013 TANGGAL : 31 Desember 2013

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN
KEGIATAN LINGKUP DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAEPAH KABUPATEN LUWU

BABI ]
PENDAHULUAN

.\ Latar Belakang

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk
membangun profil dan perilaku aparatur Negara yang memiliki integritas,
produktivitas dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan
pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya (culture
set) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokasi mencakup delapan
area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi
organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia
aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public, mind set dan culture set
aparatur.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan public masih dihadapkan pada

kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan
oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi
luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu,
tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global
yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi,
transportasi, investasi dan perdagangan. '

Dalam rangka mewujudkan suatu birokrasi yang efektif, efesien dan
ekonomis maka periu adanya perbaikan dalam proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelayanan
public, melalui penerapan diterapkan standar operating procedurs pada proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan adanya Standar Operating
Prosedur penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti,
berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari dan bahkan apabila terjadi
penyimpangan maka dapat ditemukan penyimpangannya. Dengan demikian sedikit
demi sedikit kualitas pelayanan kepada public akan menjadi lebih baik.
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Standar Opersional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan

mengenai berbagal proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan

kapan harus dilakukan, dimana dan oleh sipa dilakukan;

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) adalah,
standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah;

SOP Administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci

dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana

dengan lebih dari satu peran atau jabatan;

SOP Teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang
dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau
jabatan.

i Manfaat
q 1

Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya;

Mengurangi tingkat kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;

. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
Membantu aparatur menjadi lebihmandiri dan tidak tergantung pada intervensi

manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam
pelaksanaan proses sehari-hari;

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara

konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang
telah dilakukan;

Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat
berlangsung dalam berbagai situasi;

Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu
dan prosedur;



o9 9. Memberikan informasi mengenai kulifikasi kompotensi yang harus dikuasai oleh
aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

7] 10.Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompotensi aparatur;
11.Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur
| dalam melaksanakan tugasnya;

=2 12.Sebagai instrument yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan

]

4
hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;

' 14.Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam
memberikan pelayanan;

.15.Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar
pelayanan sehingga sekaligus dapat memberikan ‘informasi bagi kinerja

1 pelayanan.
i Disamping itu juga diperlukan peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat,

ﬁ. mngingat pelayanan prima hanya dapat terwujud apabila pemberi layanan dan

W

L

4enerima layanan memiliki pemahaman dan keinginan yang sama.
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4]0, Dasar dan Landasan Hukum

=)
R

SR | S

Secara hierarki Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dan
landasan hukum adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar’
Operating Prosedur (SOP);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu.

£, Maksud dan Tujuan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dimaksudkan untuk memberikan kepastian
penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakan DPKD maupun pelayanan internal
di lingkup DPKD. Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini
sebagai pedoman yang jelas kepada para Aparatur sampai sejauh mana bentuk

konkrit yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

BAB I1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

A Prinsip-prinsip
1. Prinsip-prinsip Penyusunan SOP

Penyusunan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :-

a. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat
dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai bahkan
sesecrang sama sekali baru dalam tugas pelaksanaan tugasnya;

b. Efesiensi dan efektifitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus
merupakan prosedur yang paling efesien dan efektif dalam proses
pelaksanaan tugas;

C. Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan
prosedur-prosedur standar lain yang terkait;



d. Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung
standar kualitas (mutu) tertentu yang dapat diukir pencapaian
keberhasilannya;

e. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat
disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang
berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

f. Berorientasi pada pengguna (mereka yang dijalani). Prosedur-prosedur yang'
distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (customer’s
needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;

g. Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan
oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan
menjadi instrument untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan
hukum.

2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SOP

Pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut ©

a. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu,
oleh siapapun dan dalam kondisi apapapun oleh seluruh jajaran organisasi
pemerintahan;

b. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh
jajaran organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi;

c. Perbailkan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap
penyempurnaan- penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-
benar efesien dan efektif;

d. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;

e. Seluruh unsur memiliki peran penting. Setiap pegawai melaksanakan peran-
peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tidak
melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan
proses penyelenggaraan pemerintah;

f. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang distandarkan harus
didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi
setiap mereka yang memerlukan.




B, Klasifikasi Jenis Kegiatan yang di SOP-Kan
* Klasifikasi jenis kegiatan di lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Luwu meliputi :
Penyusunan LAKIP
Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

-
S

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Pengelolaan Surat Masuk

Pembuatan Surat Keluar

BAB III
- PENUTUP

Disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini agar dijadikan pedoman
fpenyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.
iDengan tersusunnya SOP ini maka proses pelaksanaan pelayanan internal di dalam
:ingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dapat dilaksanakan
?’dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga dapat mewujudkan
ipe!ayanan yang prima, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
SOP juga memberikan kepastian waktu. Transparansi dan tata cara
"bagalmana masyarakat / pelaku dunia usaha maupun para aparatur di dalam proses
! endapatkan  pelayanan maupun pelaksanaan kegiatan / program, sehingga
?pelaksanaan dan pemberian pelayanan dapat lebih optimal.
Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrument yang penting untuk
mendorong setiap instansi pemerintah dalam memperbaiki proses mternal sehingga
ﬁparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dapat meningkatkan
ditas pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan internal antar sesama
pegawai Peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan akuntabilitas yang pada

P}khlrnya Juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

BUPATI LUWU,

A. MUBZAKKAR
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3 UMPIRANII : PERATURAN BUPATI LUWU
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hz

I NOMOR : 51 T:HUN 2213 TANGGAL : 31 Deszmber 2013
1)

1. SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM BAGAN/TABEL PELAKSANAAN
KEGIATAN LINGKUP DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU

R P

NO. SIMBOL ARTI

Dimulai atau berakhirnya suatu
operasi/kegiatan

Pelaksanaan suatu operasi

droyT
e
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P

T
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N
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3. Pengambilan keputusan

Arah gerak dokumen/formulir/kertas kerja

atau menunjukkan urutan operasi

I, FORMAT TABEL SOP

NOMOR SOP

LOGO PEMERINTAH TANGGAL PEMBUATAN
NAMA INSTANSI TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

(NAMA)
(NIP)

NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

BEWTN
e

e

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

T

b

e e

PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN

TR

.

! :}I 5
i

i
Fiesr



Mutu Baku

Pelaku

III

11

No. | Aktifitas | Pelaku | Pelaku | Pelaku | Persyaratan | Waktu | Output | Ket-
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. NOMOR SOP :

4 TANGGAL PEMBUATAN :21 OKTOBER 2013

o TANGGAL REVIS]

% TANGGAL EFEKTIF : 02 JANUARI 2014
a2 DISAHKAN OLEH KEPALA DPKD
3‘.:7" PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

$5s PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
e ] MOH. ARSAL ARSYAD, S. STP, M.Si
2 ) NIP. 19780811 199612 1 001 ,

NAMA SOP : PENYUSUNAN LAKIP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

) m. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur{l. S.1

37 dan Reformas! Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010{2. Diploma
¥og  Penyusunan  penetapan  Kinerja  dan|3. SMA
ahilitas Kinerja Instansi Pemerintah

guan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
entukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
mten Luwu
§ivran Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tentang
o dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Derah
fnaten Luwu
@ran Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang
% Fungsi dan Rinclan Tugas Dinas Pengelolaan
§zn Daerah Kabupaten Luwu

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
g 1. ATK
lkana Kerja (Renja) 2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN
i:aerupakan Laporan Tahunan yang Disimpan scbagai data elektronik & manual

embarkan tingkat Kinerja SKPD. Apabila
gfksanakan sesuai SOP, maka proses
anan tidak berjalan lancar.




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU Nomor SQP
DINASPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tanggal Pembuatan 22 April 2013
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Pit. Kepala DPKD
SEKRETARIAT
RSY. M. Si
NIP. 19780811 199612 1 001
Nama SOP Penyusunan LAKIP

Kualifikasi Pelaksana

kum -
=__=__.u= Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto

endagrl No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
plah diubah beberapa Kkali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
miang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

prataran Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daeral
Lbipaten Luwu

paturan Bupati Luwu Nomeor 17 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

[aiangan Daerah Kabupaten Luwu
persturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas

peapelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

- 81 Semua Jurusan

- D3 Semua Jurusan

- SMA

Peralatan dan Perlengkapan

- ATK
- Komputer
- Printer

Pencatatan dan Dokumentasi




SOP PENYUSUNAN LAKIP

PELAKU MUTU BAKU
Kasubag KET
AKTIVITAS =~ Tim Staf Perencanaan & | Sekretarls | Ka.DPKD Mo._.uwm_.mﬁa\ Waktu Output '
Pelaporan elengkapan
:perencanaan & Pelaporan menyusun DPA 1HK  |Draft SKTim
g yrat Keputusan Pembentukan Tim
sz LAKIP
R R i1Jam |SKTim
=t t5okp menandatangani Surat ancangan SK _
p7 == ) pembentukan Tim
- Laporan Keuangan & 12HK |Rancangan Awal LAKIP
perencanaan & Pelaporan LAKIP tahun
jputkan bahan penyusunan LAKIP & sebelumnya
Rancangan Awal LAKIP
5 Laporan Keuangan & 1HK Rancangan Awal LAKIP
“*perencanaan & Pelaporan LAKIP tahun
hkan rancangan awal LAKIP kepada sebelumnya
2 fenyusun untuk dibahas dalam rapat
. h.m Rancangan Awal 1HK Rancangan Awal yang telah
aembahas & menyempurnakan LAKIP disempurnakan
an awal LAKIP
Perencanaan & Pelaporan Rancangan Awal 1HK  |Rancangan Awal yang telah
hkan rancangan yang telah ww_..m telah diteliti
rmakan untuk diteliti kepada disempurnakan
Rancangan Awal 1Jam Rancangan Awal yang telah
ris DPKD menyerahkan rancangan yang telah diteliti
disempurnakan
oy Naskah LAKIP 30 Menit |LAKIP yang sudah
-2 DPKD menandatangani Rancangan ditandatangani
QP fika telah disetujui
LAKIP yang sudah 30 Menit |Tanda Terima Disampaikan
. ditandatangani kpd Instansi yg
ribusian LAKIP & membutuhkan

Plt. KEPALR DPKD KAB. LUWU

PKT.PEMBINA TK !

NIP, 19780811 1996121 001
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF : 02 JANUARI 2014
DISAHKAN OLEH KEPALA DPKD

MOH. ARSAL ARSYAD, S. STP, M.Si
NIP. 19780811 199612 1 001 /

NAMA SOP : PENYUSUNAN RENCANA KERJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluast Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Derah
Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang
Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pengclolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

1. 81
2. Diploma
3, SMA

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Renstra 1. ATK
LAKIP 2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN

PENCATATAN / PENDATAAN

Renja akan dijadikan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tupoksi untuk periode satu tahun.
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
penyusunan Renja tidak berjalan lancar.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU Nomor SOP
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tanggal Pembuatan 22 April 2013
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh PIt. Kepala DPKD
SEKRETARIAT
AL A T

NIP. 19780811 199612 1 001

Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Kualifikasi Pelaksana

O Ll

.
e

re b

- "'——r-;v‘

T T AR

-

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto
permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
plsh diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun| .  §1 Semua Jurusan
011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

weatang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

N _nr%ﬂ

Kabupaten Luwu - D3 SemuaJurusan

Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan . SMA

fevangan Daerah Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

itan Peralatan dan Perlengkapan

- ATK
- Komputer
- Printer

Pencatatan dan Dokumentasi




SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

- PELAKU —_MUTU BAKU
Kasubag
AKTIVITAS
Tim Staf Perencanaan & | Sekretaris | Ka,DPKD | Persyarata®/ | wakeu Output KET.
. : Pelaporan Kelengkapan
Zperencanaan & vn_.%o_.»: menyusun . DPA THK Draft SK Tim
> Fourat Keputusan Pembentukan Tim
[ 0 Renld ,
g E_:G menandatangani Surat , Rancangan SK 1)am SKTim
i pembentukan Tim
‘R%P«n
-+ perencanaan & Pelaporan Laporan Keuangan 12HK |Rancangan Awal Renja
.un__s: bahan penyusunan Renja &
san Rancangan Awal Renja
perencanaan & Pelaporan Laporan Keuangan 1HK  |Rancangan Awal Renja
hkan rancangan awal Renja kepada
: fenyusun untuk dibahas dalam rapat
Mmssum & menyempurnakan Rancangan Awal 1 HK Rancangan Awal yang telah
nawal Renja Renja disempurnakan
4¢ Perencanaan & Pelaporan Rancangan Awal THR Fancangan Awal yang telah
erahkan rancangan yang telah —— yang telah diteliti
surnakan untuk diteliti kepada disempurnakan
arls DPKD
ﬁ DPKD menyerahkan rancangan Rancangan Awal 1Jam |Rancangan Awal yang telah
12 kepala DPKD Tidak |[yangtelah diteliti
e disempurnakan
\,.., ,wZG menandatangani Rancangan m j Renja 30 Menit |Renja yang sudah
s itka telah disetujui T ditandatangani
Ya
¥ Renja yang sudah 30 Menit |Tanda Terima Disampaikan
kagribusian Renja ditandatangani kpd Instansi yg
5 membutuhkan
Tl Pit. KEPALA DPKD KAB. LUWU
3
= N
- PKT. PEMBINA TK.1

g NIP. 19780811 199612 1 001
;
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|TANGGAL PEMBUATAN _: 21 OKTOBER 2013
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF : 02 JANUARI 2014
DISAHKAN OLEH KEPALA DPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MOH. ARSAL ARSYAD, S. STP, M.Si
NIP. 19780811 1996121001 /
NAMA SOP : PENGELOLAAN SURAT MASUK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang|1. S.1
Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Permendagri No|2. Diploma
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan|3. SMA
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Luwu
Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Derah
Kabupaten Luwu
Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang
Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Pengarsipan 1. ATK
SOP Pembuatan Surat Keluar 2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pengelolaan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
surat masuk tidak berjalan sesuai ketentuan




——
SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
PELAKU o MUTU BAKU
- e ——
AKTIVITAS Kasubag Umum Pe KET.
Staf/Agendaris Sekretaris Ka.DPKD TSyaratan Output
/Ag & Keuangan Kelengkapa M waktu tp
%& Surat Masyk
32 Jaris menerima surat yang masuk
5
Lembar Disposisi Z Menit  [Surat masuk yang telah diberi
Jia Lembar Disposisi Lembar Disposisi
[n dalam Agenda Surat Masuk & vnmmmﬂm Surat 2 Menit WMM”M_ Mwm“”wuﬂmow" dalam
ieomor
- Umum & Keuangan meneliti surat Surat Masyk 10 Menit mmqmw _.smmcw yang telah
: diteliti
Y S it |Di isi Masing-masin
& aris meneliti surat tersebut, apakah 2 urat Masuk 30 Menit JDISpOsist vm_uxcm 10 ann:
. fteruskan kepada Kepala DPKD atau
i fla tidak langsung didisposisi
a Surat it |Surat telah didisposisi
5, DPKD memberikan instruksi rat masuk 20 Meni yang tela P
 entar/disposisi
: Surat Masuk § Menit |Surat yang telah didisposisi
<rang telah didisposisi diteruskan relon anw.“awmw Me yang P
Kasubag Umum & Keuangan
2 Surat Masuk yan 20 Menit |Tindak Lanjut
Umum & Keuangan menindaklanjuti relah &&mmﬁcw_mﬂm )
sersebut sesuai disposisi
Surat Masuk 10 Menit

4

i

sf )
P s

1

&

A AR R

i N"-'-z'f
¥

i

Pit. KEPALA DPKD KAB. LUWU

PKT. PEMBINA TK. 1
NIP. 19780811 199612 1 001
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TANGGAL EFEKTIF : 02 JANUARI 2014

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DISAHKAN OLEH KEPALA DPKD

MOH. ARSAL ARSYAD, S. STP, M.Si
NIP. 19780811 1996121001 /

NAMA S0P : PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Derah
Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang
Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

1. S1
2, Diploma
3. SMA

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

Renja

LAKIP

1. ATK
2. Komputer

3. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN / PENDATAAN

Renstra akan dijadikan sebagai Pedoman & acuan

dalam pelaksanaan tugas pokok & fungsi SKPD

untuk periode S (lima) tahunan kedepan. Apabila
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka penyusunan

Renstra tidak berjalan lancar.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




M.‘
E
4

= PEMERINTAH KABUPATEN LUWU Nomor SOP
2% DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tanggal Pembuatan 22 April 2013
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Plt. Kepala DPKD
SEKRETARIAT
MOH. ARSAL ARSYAD. S. STP, M, Si
NIP. 19780811 199612 1 001
Nama SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Hukum

Kualifikasi Pelaksana

feraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto
: m.m._.q_%_amm: No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
{ b diubah beberapa kalj, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
i1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
gotang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

wwe_.ms Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Ebupaten Luwu
feraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

feiangan Daerah Kabupaten Luwu
feraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas

fnzelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

- $1 Semua Jurusan

D3 Semua Jurusan

- SMA

Peralatan dan Perlengkapan

- ATK
- Komputer
- Printer

Pencatatan dan Dokumentasi




SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

9

PELAKU MUTU BAKU
Kasubag
AKTIVITAS b Tim Staf Perencanaan& | Sekretaris | Ka. DPKD M»..% aratat/ | waley Output KET.
Pelaporan elengkapan
> ncanaan & Pelaporan menyusun ) DPA 1 HK Draft SK Tim
m%w%%:a_m»: Pembentukan Tim
! !
R 1ja i
é menandatangani Surat & ancangan SK Jam  |SKTim
f .@w pembentukan Tim i
.&L T Laporan Keuangan & 12HK |Rancangan Awal Renstra
erencanaan & Pelaporan RP|M
“1kan bahan penyusunan Renstra &
T on wu__asmm: Awal Renstra
B Laporan Keuangan & 1 HK Rancangan Awal Renstra
E.m:nm:mm: & Pelaporan RPJM
dpkan rancangan awal Renstra kepada
= ﬁﬁ% untuk dibahas dalam rapat
¥ Rancangan Awal 1HK Rancangan Awal yang telah
K] EE_.& & menyempurnakan % Renstra disempurnakan
-nawal Renstra T
‘ ‘,\_.ma_ﬁ_:uu: & Pelaporan Rancangan Awal 1 HK w.man.mzm»: Awal yang telah
an rancangan yang telah yang telah diteliti
rakan untuk diteliti kepada disempurnakan
ais DPKD
. Rancangan Awal 1jam Rancangan Awal yang telah
DPKD menyerahkan rancangan ”._.am_, yang telah diteliti
,«%m_u DPKD i disempurnakan
- Renstra 30 Menit |Renstra yang sudah
__._._G menandatangani Rancangan ditandatangani
jika telah disetujui Ya
Renstra yang sudah | 30 Menit |Tanda Terima Disampalkan

aribusian Renstra

L

4

b gt

ditandatangani

kpd Instansl yg
membutuhkan

g

Y

18

PKT.PEMBINATK.1

NIP. 19780811 199612 1 001

Plt. KEPALA DPKD KAB. LUWU
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TANGGAL PEMBUATAN © 121 OKTOBER 20131‘9..%13

TANGGAL REVIS!

TANGGAL EFEKTIF : 02 JANUARI 2014

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

CISAHKAN OLEH KEPALA DPKD

MOH. ARSAL ARSYAD, S. STP, M.Si
NIP. 19780811 199612 1 001 /

NAMA SOP : PEMBUATAN SURAT KELUAR

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Permendagri No
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Derah
Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang
Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten
Luwu

1. S1
2, Diploma
3. SMA

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

Petunjuk Teknis tentang Klasifikasi Surat
Menyurat

1. ATK
2. Komputer

3. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan

Surat Keluar akan terlambat dan tidak sesuai
Tata Naskah Dinas.

Disimpan scbagai data elektronik dan manual




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU Nomor SOP

DINASPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tanggal Pembuatan 22 April 2013
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Pit. Kepala DPKD
SEKRETARIAT

MOH. ARSAL ARSYAD., §. STP, M. Si

NIP. 19780811 199612 1 001

Nama SOP Pembuatan Surat Keluar

, .m:rca Kualifikasi Pelaksana

¥ %naturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto
xmendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
17 suh diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun| . $1 Semua Jurusan
-4 011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
‘] mtang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

wraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

°{ Ghupaten Luwu
§ %turan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Félu» )

- D3 Semua Jurusan

4
ar

LA

¥ - SMA

+4 vangan Daerah Kabupaten Luwu

{ fraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas

fengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

-gitan Peralatan dan Perlengkapan
q: - ATK

- Komputer

- Printer

%atan Pencatatan dan Dokumentasi

T

sy




SOP PEMBUATAN SURAT KELUAR

fra

FELAKU MUTU BAKU
) KET.
AKTIVITAS Staf Kasubag/ Kasi | Sekretaris/Kabid Ka, DPKD Persyaratan/ Waktu Output
Kelengkapan
ry memberikan - - -
2rintah/disposisi .

: Instruksi/Perintah/Di| 1Jam  |Konsep Surat Keluar
.%ﬁﬂ Konsep Surat sesuai InsrukelPerintah/Di
P 'viifoerintah/disposisi Ka. DPKD spost

= rkan konsep kepada Konsep Surat Keluar 1Jam |Konsep Surat Keluar
Tan Auﬁw_m.‘_n.a_ untuk diteliti & diperbaiki
3 .fKas! melanjutkan Konsep kepada Konsep Surat Keluar lJam  |Konsep Surat Keluar
[ is/abid untuk diteliti T
i / Ya Konsep Surat Keluar 1]am Konsep Surat Keluar
R is/Kabid melanjutkan Konsep kepada \ .
e . . 7
0 untuk ditandatangani Tidak I—
. . ~ 7 Konsep Surat Keluar 1Jam  |Suratyangsudah
aﬂe menandatangani Konsep Surat % . 1 % ditandatangani
i Tidak @
o ~d Ya Surat Keluar yang 5Menit  [Surat Keluar yang telah
umns" Surat Ketuar dalam Buku telah tercatat dalam dinomor dan distempel
- Buku Agenda
; Surat Keluar yang 5 Menit  |Surat Keluar yang telah
< s . 1 telah dinomor dan dinomor dan distempel
n Nomor Surat dan distempe = distempel
= Buku Ekspedisi dan 15 Menit ]Arsip dan Tanda Terima
bustan & Pengarsipan R Bundel Arsip
Plt. KEPALA DPKD KAB. LUWU
% N\
PKT. PEMBINA TK. 1

NIP. 19780811 199612 1 001
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TANGGAL PEMUBUATAN .U 3

21 OKTOBUR 201

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TANGGAL REVISL
TANGGAL EFEKTIF : 02 JANUARI 2014
DISAHKAN OLEH KEPALA DPKD

MOH. ARSAL ARSYAD, S. STP, M.Si
NIP. 19780811 1996121001  «

NAMA SOP : PENYUSUNAN RENCANA KERJA
ANGGARAN (RKA)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang|l. S.1
Keuangan Negara 2. Diploma
3. SMA

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat &
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomeor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang
Tugas, Fungsi dan Rinclan Tugas Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Renstra

SOP Renja

Renstra
Renja
LAKIP
Komputer
ATK
Printer

oONtd W

PERINGATAN

PENCATATAN / PENDATAAN

RKA akan dijadikan dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan
sebagai dasar penyusunan RAPBD. Apabila tidak

dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan
RKA tidak berjalan lancar.

Disimpan sebagai data elcktronik dan manual




SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

PELAKU MUTU BAKU
Kasubag
KET.
.>_G._<_.-.>m Tim Perencanaan & | Sekretaris Ka, DPKD Staf MM__.Mw m_._MBM.A Waktu Output
Pelaporan ngkap
> n Penyusunan Rencana Kerfa » Surat Masuk 30 Menit |Disposisi Surat Masuk
i ARKA) @
. \ Disposisi Surat dari 1Jam  [Surat Keluar kepada
Surat Pemberitahuan Penyusunan Sekretaris Sekretaris & Para Kabid
ppadapard Kabid & Sekretaris
L Fl : - IRKA
Spundata dan informasi RKA masing- ash Disk 1 Hari WWM _um Informasi
gtidang dan sekretariat
, Data & Informasi RKA 2 Hari  [Konsep RKA DPKD
DPKD
Tidak Konsep RKA DPKD 1Hari |Undangan Rapat
) Konsep RKADPKDdan | 1Hari [Konsep RKA yang telah
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